MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/Permentan/PL.330/5/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/3/2014 TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pengawasan dan pengendalian Barang
Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian
telah  ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/3/2014;

bahwa dengan adanya perkembangan laporan
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
dan hasil penertiban serta untuk -efektifitas
pelaporan = Barang Milik Negara lingkup
Kementerian  Pertanian perlu  mengubah
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /Permentan/OT.140/3/2014;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun'2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



‘l

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan  Kementerian dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode
Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
tentang Kementerian Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
85);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/
PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/
- PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/
3/2014 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/3/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Negara Lingkup Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:
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Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

, MENTERI PERTANIAN
RERUBLIK INDONESIA,

N SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan; .

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
Kepala Satuan Kerja Lingkup Pertanian di Seluruh Indonesia.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

N SULAIMAN ©

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan;

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
Kepala Satuan Kerja Lingkup Pertanian di Seluruh Indonesia.
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